
BUPATI GROBOGAN J 
PROVINS! JA WA TENG A 

PERATURAN BUPATI GROB1 GA 

NOMOR 11 TAHUN 20 1 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN POS PELAY 

KEPENDUDUKAN DI DESA/KEL'1 

ADMINISTRASI 

AN 

Menirfbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG i AH 

BUPATI GROBOGAN, 

ESA 

a. bahwa dalam rangka meningkafan pelayanan adm istrasi 

kependudukan kepada seluruh I ma yarakat di 

Grobogan, dipandang perlu menethpk n mekanisme pe ayanan 

secara daring; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pr-sal 13 ayat (1) P raturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Pe ayanan 

Administrasi Kependudukan se a Daring, untuk 

meningkatkan akses penduduk kdpad pelayanan adm nistrasi 

kependudukan, pemerintah daerk apat memban kios 

pelayanan adminduk daring pada desa an/ atau kelur 

c. bahwa untuk memberikan dasar h!ku dalam penyelen araan 

pelayanan administrasi kependldu secara d ing di 

Desa/Kelurahan dalam lingkungan Pemerintah 

Grobogan, dipandang perlu menet 

penyelenggaraannya yang ditetapkJn d ngan Peraturan upati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangb ebagaimana di aksud 

dalam huruf a, huruf b dan tu c, perlu men tapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedlm Penyelenggara Pos 

Pelayanan Acirninistrasi Kependud kan di Desa/ Kelurah 
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1. Undang-Undang Nomor 13 TahJ 19 

Daerah-Daerah Kabupaten dal Li 

Tengah; 

0 tentang Pembentukan 

gkungan Propi.qsi Jawa 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tah n 2 06 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Neg· a R publik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Le baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674), sebaglm a telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahrn 013 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (f.m Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 26 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia NomoJ 54 5); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahuh 2 08 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaraj N gara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan L mbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843), sebagrm 

Undang-Undang Nomor 19 Ta9un 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tah 

dan Transaksi Elektronik (LembJ.an 

Tahun 2016 Nomor 251, Tambatjan 

Indonesia Nomor 5952); I 

4. Undang-Undang Nomor 25 T~un 

Publik (Lembaran Negara Reptbr 

Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tah n 2 

Daerah (Lembaran Negara Rep bli 

Nomor 244, Tambahan Lembar n 

Nomor 5587), sebagaimana telah diu 

dengan Undang-Undang Norn r 

Perubahan Kedua atas Undang- nd 

a telah diubah dengan 

016 tentang Perubahan 

n 2008 tentang Informasi 

egara Republik Indonesia 

mbaran Negara Republik 

2009 tentang Pelayanan 

Indonesia Tahun 2009 

egara Republik Indonesia 

14 tentang Pemerintahan 

Indonesia Tahun 2014 

egara Republik Indonesia 

ah be berapa kali terakhir 

Tahun 2015 tentang 

g Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Le baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5&, T 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomo; 9 

Pelaksanaan Undang-Undang N mo 

Pelayanan Publik (Lembaran Ne ara 

2012 Nomor 215, Tambahan Le 

Indonesia Nomor 5357); 

bahan Lembaran Negara 

Tahun 2012 tentang 

25 Tahun 2009 tentang 

epublik Indonesia Tahun 

baran Negara Republik 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lem aran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 12 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 674), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Jorn r 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Unda_ryg omor 23 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik lndonesi Tahun 20X3 Nomor 262, 

Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 5475 

tentang Administrasi Kependuduk (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 6354); 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 fah n 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik ( mbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 018 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftara n Pendud k dan Pencatatan Sipil 

(Lembaran Negara Republik lndor1iesia Tahun 2018 Nomor 184); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri t-Jom r 7 Tahun 2019 ten tang 

Pelayanan Administrasi Kependuduk n Secara Daring (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun1201 Nomor 152); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn r 95 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Administra5i Kepe dudukan (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Npmo 1478); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri mor 102 Tahu.n 2019 

tentang Pemberian Hak Akse~ Pemanfaatan Data 

Kependudukan (Berita Negara Refubl k Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1611); 

13. Peraturan Menteri Dalam Neger mor 108 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Perat ran Presiden Nomor 96 

Tahun 2018 Tentang Persyaratan Da Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sip~l ( erita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri ~epu lik Indonesia Nomor 109 

Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 

Dalam Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790); 
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Menerpkan 

MEMUTUSK(\N 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEIDO 
l 

N PENYELENGGARAAN 

POS PELAYANAN 

DESA/ KELURAHAN. 

ADMINISTRASI KEPENDUDUkAN DI 

BAB I 

KETENTUAN UM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaks dengan : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

Bupati adalah Bupati Grobogan. 

Pemerintah Daerah adalah Bupad se 

Pemerin tahan Dae rah yang me~im 

. 1 1 gru unsur pen1e enggara 

in pelaksanaap urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenan an daerah otonrrn. 

Dinas adalah Dinas Kependuduk dan Pencatcltan Sipil 

urusan Kabupaten Grobogan yang 

Administrasi Kependudukan. 

Desa adalah kesatuan masyarakat h kum yang meiJiliki batas 

wilayah yang betwenang untuk engatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepenting 

berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak tradisional yang diakui dfn 

rnasyarakat setempat 

ak asal usul, dan/ atau 

ihorrnati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Repu lik Indonesia. 

6. Kelurahan adalah bagian wilayhll 

perangkat Kecamatan. 

sebagai 

7. Operator Dinas adalah pegawai Di as yang rnela.ksanakan 

tugas rnelakukan verifikasi dan pen inputan perrnohonan d i 

aplikasi SIAK. 

8. Operator Desa/ Kelurahan adala.H pe gas yang ditunjuk oleh 

Kepala Desa/ Lurah untuk melayan pendaftaran dokurnen 

kependudukan di desa/ kelurahan. 

9 . Pernohon adalah Penduduk D~er yang terdaftar dalam 

database kependudukan dengan alam t sesuai desa/kelurahan 

seternpat yang memiliki kewajrib melaporkan peristiwa 

penting dan peristiwa kependudukan. 

10. Dokurnen Kependudukan adalhh dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh Dinas yang memp nyai kekuatan hukum 

sebagai alat hukti autentik yang di asilkan dari pelayanan 

Pendaftaran Penduduk dan Penca\at Sipil. 
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11. Administrasi Kependudukan adal h rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam pene bitan dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftar Penduduk, Pencatatan 

Sipil, pengelolaan informasi Adm~nis asi Kependudukan, serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan Sektor lain. 

12. Sistem Informasi Administrasi Ke1en udukan yang selanjutnya 

disingkat SIAK adalah sistem infor asi yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan kom'4nik si untuk memfasilitasi 

pengelolaan informasi Administrasi ependudukan di tingkat 

Penyelenggara dan Dinas sebagai sat 

13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik y g selanjutnya disingkat 

KTP-el adalah Kartu Tanda Pendud yang dilengkapi cip yang 

merupakan identitas resmi pendudu sebagai bukti diri yang 

diterbitkan oleh Dinas. 

14. Surat Keterangan Pindah yang se 

adalah surat keterangan yang waji 

jutnya disingkat SKP 

dirniliki oleh penduduk 

yang bermaksud pindah ke kabufate /kota/provinsi lain yang 

diterbitkan oleh Dinas. 

15. Kartu ldentitas Anak yang a disingkat KIA adalah 

identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 

kurang dari 1 7 tahun dan belum enikah yang diterbitkan 

oleh Dinas. 

16. Kartu Keluarga yang selanjutnya di ingkat KK adalah kartu 

identitas keluarga yang memuat tiat tentang nama, susunan 

dan hubungan dalam keluarga, serta i entitas anggota. 

17. Kartu Keluarga Baru yang selanju disingkat KK Baru 

18. 

adalah penerbitan KK dengan no yang baru akibat 

membentuk keluarga baru, pergafti Kepala Keluarga, pecah 

KK, perpindahan penduct uk yang tid 

Pos Pelayanan Administrasi Kepe9du kan di Desa/Kelurahan 

yang selanjutnya disingkat POS PAK adalah kios pelayanan 

administrasi kependudukan secar1 da ing di desa/kelurahan. 

19. Anjungan Dukcapil Mandiri Desa y g selanjutnya disingkat 

ADM Desa merupakan alat cetak okumen kependudukan 

yang dapat dioperasionalkan secara andiri oleh masyarakat 

di desa/kelurahan. 
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Pasal 2 

Pelayanan POS PAKDE bertujuan untuk: 

a. meningkatkan kualitas pelayan~ A · ·strasi Kependudukan 

menuju pelayanan prima; 

b. mendekatkan pelayanan Admini~tras Kependudukan kepada 

masyarakat; 

c. mempermudah prosedur mekanisme pelayanan 

Administrasi Kependudukan; 

d. mencegah adanya pungutan liar dal m pengurusan Dokumen 

Kependudukan;dan 

e . mencegah adanya calo dal~m pengurusan Dokumen 

Kependudukan. 

BAB II 

PRODUK PELA.YA 

Pasal 3 

(1) Pelayanan Administrasi Kependuduk n secara Daring melalui 

POS PAKDE terdiri dari : 

a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; an 

b. pelayanan Pencatatan Sipil. 

(2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk seb gaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a meliputi : 

a. penerbitan KK; 

b . penerbitan KTP-El; 

c . penerbitan KIA; dan 

d . penerbitan SKP. 

(3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagLm na dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b meliputi : 

a. kutipan Akta Kelahiran; dan 

b . kutipan Akta Kematian. 

BAB III 

PROSED UR PErJf YA AN 

Pasal 4 

(1) Pelayanan Adminduk melalui PO~ P KDE dilakukan dengan 

cara: 

a . pemohon melah.-ukan pendaftarflll i kantor Desa/ Kelurahan 

dengan membawa persyaratcif s suai dengan pelayanan 

yang dibutuhkan; 
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I 

b. ·operator Desa melakukan veri 1ka i dan validasi kebedaran 

dan kelengkapan dokumen; I 

c. Operator Desa rnelakukan pen isi 

mengunggah file dokumen mel 

d. Operator Desa menyerahk 

kepada pemohon; 

e. Operator Dinas melakukan 

Daring; 

formulir elektroni~ dan 

istem informasi; 

ti tanda pendafran 

dan validasi s+cara 

f. Operator Dinas memproses do um n melalui aplikasi S~; 

g. setelah dokumen terc~tak, Op rat r Dinas mengirimkan file 

dokumen ke Operator Desa meFui sistem informasi; dT 

h. Operator Desa mencetak do en dan memberikannya 

kepada pemohon. 1 

(2) Selain sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada 

pemohon juga dapat mencetJ d kumen secara 

ayjt (1), 

mjndiri 

menggunakan ADM Desa. 

(3) Alur pelayanar_ sebagaimana dim,ksu pada ayat (1), tercaptum 

dalam Lampiran I yang meruparan bagian tidak terpis8rhkan 

dari Peraturan Bupati ini. I 

JANGKA WAKTU P::~JESA AN DOKUMEN 

Pasal1 

Dalam hal saran a dan prasarana I gun penyelesaian Dokumen 

Kependudukan dalam kondisi lengk1p d n berjalan normal, j~gka 

waktu penyelesaiannya wajib I me gacu pada ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam Lampira yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bu ati m. 

BAB 

SUMBER DAYA MANUSIA, S 

Pasal , 

(1) Sumber daya manusia yang dibu I 

menyelenggarakan pelayanan PO 

dari 2 (dua) orang Operator 

DAN PRASARANA 

n Desa/ Kelurahan ~alam 

KDE paling sedikit terdiri 

yang salah 

satunya merupakan Petugas Regi tra · Desa. 

(2) Kompetensi petugas pelayan ang dibutuhkan ka1am 
penyelenggaraan pelayanan POS AK E sebagaimana dim~sud 
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pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. pendidikan minimal Sekolah Met en Atas (SMA seder~at; 

b. memiliki integritas tinggi; 1 

c. memahami tata cara Pendaftanr-n P nduduk d 

Sipil; 

Pencak tan 

d. terampil mengoperasikan komplter; 

e. mampu bersikap so pan, ramah 1an 
f. disiplin dan taat waktu pelayan n. 

omunikatif; an 

Pasal 7 

( 1) Sarana dan prasarana yang digu~aka dalam pen elenggj raan 

pelayanan POS PAKDE adalah sebagai erikut : 

a . seperangkat komputer (PC / la 

b. alat scanner ciokumen; 

c . printer laserjet da n / a tau ADM 

d. koneksi internet/ wifi; dan 

e. alat tulis kantor berupa kertas lHv A4 80 gr. 

(2) Peralatan dan perlengkapan seba~ai ana dimaks d pad, ayat 

( 1) disediakan oleh Pemerin tah Det a / elurahan. 

BAB~ 

BIA YA DAN PE~DA AAN 

Pasal 8 

Semua pelayanan yang diberikan me alui POS P KDE tidak 

dipungut biaya. 

Pasal ~ 

(1) Biaya yang diperlukan dal± elayanan 
1

os P E 

dibebankan pada Anggaran Pend pa dan Belanja Daer . 

(2) Selain berasal dari Anggaran Pehda atan dan Be anja D~erah 

sebagaimana dimaksud pada r ay t (1) pembi yaan yang 

diperlukan dalam pelayanan P<DS AKDE dapat dibebr kan 

pada: , 

a. Anggaran Pendapatan dan BJ lanj Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Iela ja Daerah P ovinsi Jawa 

Tengah; T 
c. Anggaran Pendapatan dan s J tanj 

d. sumber lainnya yang sah d tid mengikat. 
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BAB vnl 
LARANG~N 

Pasal 1 

(1) Operator Desa/Kelurahan dila ang memungut dan atau 

menerima imbalan dalam bentu ap pun dalam membef ikan 

pelayanan POS PAKDE. I 

(2) Operator Desa/ Kelurahan yahg melanggar kete9tuan 

sebagaimana d1maksud pada aya~ (1) dikenakan sanksi srsuai 

ketentuan yang berlaku. 

BAB Vlll 
KETENTUAN P NU UP 

Pasal 1 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku p da 

Agar setiap orang mengetahuinya, 1em 

Peraturan Bupati ini dengan penem1a 

Kabupaten Grobogan. 

Diun angkan di Purwodadi 

pada tanggal 2 Y Me.i 1,..0 :2. f 

ggal diundangkan. 

intahkan pengund~lgan 

nya dalam Serita o J~rah 

di Purwodadi 

l 7 Mt.i 2.021 
BOGAN, 

SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAH N 2021 NOMOR 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BI IPATI GRQBQGAN 
NOMOR I 7 TAHUN 2021 
TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN POS 
ADMINISTRASl KEPENDUDUKAN 
KELURAHAN 

ALUR PELAYANAN POS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/ KELURAHAN 

-01 
(I) ' 

iil I 

ll 
PEMOHON 

.Dataog_membaw, 
berkas persyaratan 

ADM DESA 

DESA/KELURAHAN 

1. Menerima berkas persyaratan 
2. Memverifikasi persyaratan 
3. Melakukan pendaftaran 

melalui Menu Pos PAKDE di 
aplikasi e-Simpel 

4. Mengupload persyaratan 
5. Mengembalikan persyaratan 

dan memberikan bukti 
pengambilan kepada 
pemohon 

DESA/KELURAHAN 

1. Mendownload file PDF 
'OS 

2. Mencetak dokumen 
3. Menyerahkan dokumen ke 

pemohon 

Persyaratan 
Lengkap 

File PDF 
dokumen 

Cetak Mamliri 11 PEMOHON I ~ 

DISPENDUKCAPIL 

Memverifikasi persyaratan : 
- Syarat lengkap, melakukan 

proses selanjutnya 
- Syarat tidak lengkap, 

mengembalikan ke desa/kel 

1) 
_(I) 

en iil 
::, '< 

(C II> 
:,,;-_, 
:u II> 
-0 ii> 

::, 

1. Memproses dokumen 
pada aplikasi SIAK 

2. Mengajukan verifikasi 
sertifikasi elektronik ke 
Kasi Kasi/Kabid 

3. Mengajukan TTE ke 
Kadis 

4. Mengupload file PDF 
dok.umen.dLaplikasLe
Simpel 

PELAYANAN 
DI DESA/ 
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LAMPIRAN II 
PERATU~N B JPATI GROBOGAN 
NOMOR 17 T~UN 2021 
TENTANG 
PEDOMAN PE NYELENGGARMN POS 
PELAYANAf'l ADMINISTjRASI 
KEPENDUIDUK \N DI DESA/ 
KELURAHAN 

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN 

N(l) 
PRODUK 
LAYANAN 

JENIS LAYANAN W AJ TU KETERANGAN 

~ Pendaftaran Penduduk 

1. Kartu 
Keluarga (KK) 

I 
2. KTP 

3. KIA 

4. Surat 
Keterangan 
Pindah 

► KK baru (karena i haf-i 
menikah,cerai,pendata (1 x ' >4 
ng luar kabupaten) Jam) 

1----~---~-~-----1 

► Perubahan data KK ---► Penerbitan KK 
rusak/hilang 

- ----i 

► Pindah alamat dalam 
wilayah Ka bu paten 
Gro hogan ( an tar 1 
RT/ RW / Desa/ Kel/ Kee) 

► Penerbitan KTP baru 
► Perubahan data KTP 
► Penerbitan KTP karena 

rusak/ hilang 

5 ha.ii 

I 

► KIA baru 5 ha11 
► Perubahan data KIA 
► Penggantian KIA usia 

lebih 5th 
► KIA hilang/ rusak 

• Pindah Ala.mat Luar 1 han 
Wilayah Grobogan (l x ~ 4 
(antar Kab/ Kota/ Prov) jam) 

Proses cetak 
KTP adalah 1 
hari (1 x 2f 
jam) yang 
dilaksanakan 
oleh operatot 
Kecamatan, 
sehingga 
membutuhkan 
waktu untuk 
mengambil 
dokumen di 
kecamatan oleh 
Operator Desa. 
Proses cetak 
KIA adalah 1 
hari (1 x 24 
jam) yang 
dilaksanakan 
oleh operator 
Kecarnatan, 
sehingga 
membutuhkan 
waktu untuk 
mengambil 
dokumen di 
kecamatan oleh 
Operator Desa. 
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PRODUK 
JENIS LAY ANAN KETERANG 

LAYANAN 

Pencatatan Sipil 

1 Kutipan Akta ► Akta Kematian 
Kematian 

2 Kutipan Akta ► Akta Kelahiran Baru 
Kelahiran 
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